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ABSTRAK         
- 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 202 

1 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 

Untuk mewujudkan pengadaan Barang/jasa pemerintah 
yang efektif, efisien, terbka, bersaing, adil/tidak 
diskriminatif, dan akuntabel perlu menetapkan Operator 

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); 

 
                       
-                       

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini 
adalah :  

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Normor 4286): 

Undang Undang Nomor Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4846); 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah 
dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4738): 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah scbagaimana diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nornor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

63); 
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 

tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi 
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1286); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 377); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 



Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsı, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sckretarian Jenderal 
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sckretariat Kormisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 
 

                       
-         

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini diatur 
tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Rencana 
Umum Pengadaan (SIRUP) dan Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik (LPSE) Pada Sekretariat Komisi 
Pemilihan UMUM Kabupaten Lahat; 

CATATAN        - Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini di mulai berlaku 

pada tanggal ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2026. 
 


